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c. bahwa dengan berlakunya undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2016 tenuing Penyandang Disabilitas, diperlukan produk hukum 
daerah yang dapat menjarnin pelaksanaan pelindungan dan 

pemenuhan hak pcnyandang disabilitas; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu rnenetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak 
Penyandang Disabilitas; 

mendapatkan hak dan kescmpatan yang sama dengan warga 

masyarakat, lainnya, oleh karena itu pcrlu upaya uruuk 

mewujudkan kesarnaan hak dan kescmpatan bagi l?enyandang 
Disabilitas menuju keludupan yang sejahtcra, mandiri dan 

tanpa diskriminasi merupakan tanggungjawab seluruh 
kornprmeri bangsa terma,suk Pernerintah Daerah dan 

masvarakat: . ' 

belurn sepenuhnya Diaabilitas Penyandang bcrnegara 

Merrirnbartg' : a. bahwa Negara menjo min dan rnewujudkan pe-lindungan, 

pernajuan, penegakan, dan pernenuhan hak asasi rnarrusia serta 
kebehasan dasar sebagai martabar yang melekat pada diri setiap 
warga. ncgara tcrrnasuk penyandung disabilitas secara penuh 

dan setara: 
b. bahwa dalarn kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

BUPATI GROBOGAN, 
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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

D.ierah-Oaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 
3. Undang-Un.dang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nornor 165, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndoncsia 

Nomor 3886); 
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

SosiaJ [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
12, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 

4967); 
5. Undang-Undang Norn or 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan 

Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi 
Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas] (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah cliubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 8 1'ahun 2016 tentang Penyando.ng 
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nornor 69, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5871); 
8. Peraturan Pernerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang 

Periyeleriggar aan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang 
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor i38, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nornor 6368); 

Mengingat 
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Dalarn Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan. 
2. Bupati adalah Bupati Grobogan. 
3, Pernerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Perangkat Dacrah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Dacrah dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

Pasal 1 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

BAB l 
KETENTUA!'I UMUM 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TB:NTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN 
HAK PENYANDANG DISABILITAS. 

MEMUTUSKAN : 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 

dan 
BUPATf GROBOGAN 

9. Peraruran Pemerintah Nomor 70 Tahun 201<:J tentang 
Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap 
Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang 
Disabilitas (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nornor 184, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6399); 
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nornor 11 Tahun 2014 

tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas [Lernbaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 11). 
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7. Kesamaan Kesempat,m adalah keadaan yang mernberikan 
pcluang dan/atau menyedtakan akses kepada Penyandang 

Disabiliias untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek 

penyelenggaraan negara clan masyarakat. 

8. Diskriminasi adalah sctiap pcmbedaan, pengccualian 
pernbatasan, pelecehan, aiau pengucilan atas dasar disabilitas 

yang bermaksud atau berdarnpak pada pernbatasan atau 
peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak 

Penyandang Disabilitas. 
9. Penghormatan adalah sikap menghargai atau rnenerima 

kebcradaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang 

rnelekat tanpa berkurang. 
10. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk 

metindungi, mengayorni, dan memperkuat Hak Penyandang 

Disabilitas. 
11. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, 

rnclaksanakan dan mewujud.kan Hak Penyandang Disabilitas. 
12. Pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah 

segala tindakan dan/atau kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas 
sesuai dengan harkat dun martabat kemanusiaan serta 
terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi. 

13. Sctiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik 
yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 

5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami 

kcterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/acau sensorik dalam 

jangka waktu lama vang dalarn berinteraksi dengan lingkungan 

dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi 

secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya 

berdasarkan kcsamaan hak. 
6. Hak Penyandang Disabilitas adalah scperangkat hak yang 

melekat pada hakikat clan keberadaan Penyandang Disabilitas 
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan 
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 

dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang 

demi kchormatan serta pelindungan harkat dan martabat 

manusia. 
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14. Masyarakat adalah masyarakat Daerah. 

15. Peran serta Masyarakat atlalah proses keterlibatan rnasyarakat 
dalam upaya pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang 

Disabilitas. 
16. Derajat Disabilitas adalah tingkat berat ringannya keadaari 

Disabilitas yang disandang seseorang. 
17. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengcndalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

18. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kcgiatan pelaksanaan 

komponen sistern pendidikan pada satuan atau program 
pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses 
pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan 

nasional. 
19. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk 
memenuhi kebutuhan sendin maupun untuk masyarakat. 

20. Unit Layarian Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau 

lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas 

untuk Penyandang Disabilitas. 
21. Kewirausahaan adalah kemampuan Penyandang Disabilitas 

dalarn menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada 
upaya rnencari, menciptakan serta meningkatkan efisicnsi dalam 
rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan/atau 
memperoleh keuntungan. 

22. Rehabilitasi adalah proses rcfungsionalisasi dan pengembangan 
diri untuk memungkinkan Pcnyandang Disabililas dan 
masyarakat mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya 
secara wajar dalam kehidupan masyarakat. 

23. Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh 
dan terpadu melalui pendekatan Iisik, mental dan sosial agar 
Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya 
secara optimal dalam hid up bermasyarakat. 
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Kesempo.tan. 
30. Pelayarian Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 

dalarn. rangka pemenunan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga 
negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 
administratif yang disediakan oleh penyeleriggara pelayanan 
publik. 

31. Komite Pclindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang 
Disabilitas yang selanjutnya disingkat KP2HPD adalah lembaga 
independen yang mempunyai kedudukan hukum dan 
melaksanakan tungsi pengkaiian dan penelitian, penyuluhan, 
dan pemantauan dalam rangka pelindungan dan pemenuhan 
Hak Penyandang Disabilitas di Daerah. 

Kesarnaan mewujudkan gun a Disabilitas Penyandang 

24. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayarian kesehatan secara 

utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar Penyandang 

Disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya 

semaksimal mungkin. 
25. Jaminan Sosial adalah skerna yang melembaga untuk menjarnin 

seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar 

hidupnya yang layak. 
26. Pemberdayaan Sosial adalah sernua upaya yang diarahkan 

untuk menjadikan Penyandang Disabilitas yang mengalarni 
masalah sosial agar dapat mernpunyai daya, sehingga. rnampu 
mernenuhi kebutuhan dasarnya. 

27. Perlindungan Sosial adalah sernua upaya yang diarahkan untuk 
mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan 
sosial. 

28. Banruan Sosia, adalah upaya pemberian bantuan kepada 
Penyandang Disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak 
tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan 
sosialnya, 

29. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk 
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Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara; 
b. menjamin upaya Penghorrnaian, pemajuan, Pelindungan, dan 

Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri 

Penyandang Disabilitas; 
c. rnewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lcbih 

berkualitas, adil, scjahtera lahir dan batin, mandiri, serta 

bermartabat; 
ct. melindungi Penyandang Disabilitas dari pendantaran dun 

eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta 
pelanggaran hak asasi manusia; dan 

Pelind'ungan, dan 

kebebasan dasar 
a. mewujudkan Penghormatan, pernajuan, 

Pernenuhan hak asasi manusia serta 

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas 

berrujuan: 

Pasal 3 

Bagian Ketiga 
Tujuan 

Pelaksariaan dan Pernenuhan hak Penyandang Disabilitas 

berazaskan : 

a. Penghormatan terhadap martabat; 

b. otonomi individu; 
c. tanpa Diskriminasi; 
d. partisipasi penuh: 
e. keragaman manusia dan kemanusiaan; 
f. Kesamaan Kesempatan: 
g. kesetaraan; 

h. Aksesibilitas; 
1. kapasitas yang terus berkernbang clan identitas anak; 

j. inklusif; dan 
k. perlakuan khusus dan Pelindungan Iebih. 

Pasal 2 

Bagian Kedua 
Azas 
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(1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi : 
a. pcnyandang disabilitas fisik; 
b. penyandang disabilitas intelektual; 
c. penyandang disabilita.s mental; dan 

cl .. penyandang disabilitas sensorik. 
(2) Ragam Pcnyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat dialarni secara tunggal, ganda, atau multi dalam 
jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai 
dengan ketentuan peraruran perundang-undangan. 

Pasal 5 

BAB ill 
RAGAM PENY AN DANG DISABILITAS 

Ruang Iingkup Peraturan Daerah ini meliputi : 

a. ragam penyandang disabilitas; 
b. pelindungan dan pernenuhan hak penyandang disabilitas; 
c. peran serta masyarakat; 

d. koordinasi; 
e. kerjasama; 
f. KP2HPD; 
g. pernbinaan clan pengawasan; 
b. penghargaan; 
i. pembiayaan; 
j. larangan; 

Pa::.al 4 

BAB JI 
RUANG LINGKUP 

e. mernastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, 

Pelindungan, dan Pernenuhan hak Penyandang Disabilitas 
untuk mengernbangkan diri serta mendayagunakan seluruh 
kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya unruk 
menikrnati, berperan serta bcrkontribusi secara optimal, aman, 

leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan 
berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. 
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(I) Sedap orang wajib menghormati hak Penyandang Disabilitas. 
(2) Penyandang Disabilitas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 

memiliki hak : 
a. hidup; 
b .. bebas dari stigma; 
c. privasi; 
d. keadilan dan perlindungan hukum; 

e. pcndidikan; 
f. pekerjaan, kewirausahaan , dan koperasi; 
g. kesehatan: 
n. pounk; 
1. keagamaan; 
j. · keolahragaan; 
k. kebudayaan dan pariwisata; 
l. kesej ahteraan sosial; 

m, Akse sibilitas; 

n. pelayanan publik; 
o. pelindungan dari bencana; 
p. habilitasi clan rehabilitasi 
q. konscsi; 

r. pendataan; 
s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; 
t, bereksprcsi, berkornunikasi, dan mempcroleh informasi; 
u. berpiudah ternpat dan kewarganegaraan; dan 
v. bebas dari tindakan diskriminasi, pcnelantaran, penyiksaan, 

dan ekspjoitasi. 
(3) Selain hak Penyaridang Disabilitas sebagairnana dimaksud pada 

ayat (2), perempuan dengan disabilitas memil.iki hak : 
a. atas kesehatan reproduksi; 
b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi; 

Pasal 6 

Bagian Kesatu 
Umum 

BAB JV 
PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG 

DISABILITAS 
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kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan rnartabat rncnusia. 

Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas rneliputi hak : 
a. atas penghormatan integritas; 
b. tidak dirarnpas nyawanya; 
c. rnendapatkan perawatan clan pengasuhan yang menjamin 

kelangsungan hidupnya; 
d. bebas dari pcnclantarun, pemasungan, pcngurungan, dan 

pengucilan; 
e. bebas dad ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan 
f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang 

Pasal7 

Bagian Kedua 
Hak Hidup 

c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskrirninasi 

berlapis; dan 
d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak 

kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual. 

\4) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), anak penyandaug disabilicas merniliki hak : 

a .. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskrirninasi, 

penelantaran, pclccchan, eksploitasi, serta kekerasan dan 

kejahatan seksual; 

b. m~ndapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau 

keluarga pengganti untuk turnbuh kembang secara optimal; 

c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan; 

d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat 

dan hak anak; 

e. Pernenuhan kebutuhan khusus; 
f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai 

integrasi sosial dan pcngembangan individu; dan 
g. mendapatkan pendampingan sosial. 
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Hak Keadilan dan Pelindungan Hukum untuk Penyandang 

Disabilitas meliputi hak: 
a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum; 

b. diakui sebagai subyek hukum; 
c. memiliki dan rnewarisi harta bergerak atau tidak bergerak; 

d, mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk 

mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan; 
e. mernperoleh akses tcrhadap pelayanan jasa perbankan dan 

non perbankan; 

Pasal 10 

Bagian Kelima 
Hak Keadilan dan Pelindungan Hukum 

Hak Privasi untuk Penya.ndang Disabilitas meliputi hak : 

a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan 

memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai 

dengan martabat manusia di depan umum; 
b. rnembentuk sebuah kcluarga dan melanjutkan keturtman 

melalui perkawinan yang sah; 

c. penghorrnatan rumah dan keluarga; 

d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan 

keluarga; dan 
e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-rnenyurat, dan 

bent.uk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan 

informasi kesehatan. 

Pasa19 

Bagian Keernpat 
Hak Privasi 

Hak bebas dari stigma meliputi hak bebas dari pelecehan, bebas 

dari penghinaan dan bebas dari pelabelan negatif terkait kondisi 

Disabili tasnya. 

Pasal 8 

Bagian Ketiga 
Hak Bcbas dari Stigma 



12 

(1) Perangkal Daerah yang rnenyelenggarakan urusan pcrnerintahan 
di bidang sosial bertanggung jawab : 
a. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan 

Penyandang Dlsabilitas yang terlibat perrnasalahan hukum; 

b. mf;ffiberikan fasilitas penvelesaian perrnasala han hukurn 
bagi Penyandang Disabilitas; 

c. melakukan sosialisasi dan, edukasi publik kepada 
Masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan 

Penyandang Disabilitas; 
d. rnemberikan layanan konseling bagi Penyandang Disabilitas 

yang terlibat masalah hukum; dan 
e. mernberikan fasilitas Rehabilitasi kepada Penyandang 

Disabilitas yang mcngalami pcrmasalahan hukum; 

(2) Dalam rnelaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pernerintahan di bidang sosial dapat bekerja sama dengan unit 

kerja pada Pemerintah Daerah yang membidangi hukum. 

Pasal 12 

Bupati dapat bekerjasarna dengan lembaga bantuan hukum 
tertenru unruk menyediakan bantuan hukurn kepada Penyandang 
Disabilitas yang terlibat permasalahan nukum dalarn setiap 
perneriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal 
kcperdataan dan/acau pidana scsuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 11 

f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan; 
g. atas Pelim.lungan dari scgala tekanan, kekerasan, penganiayaan, 

Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak 

rnilik; 
h. memilih dan menunjuk orang untuk mcwakili kepentingannya 

dalarn hal keperrlat.F.tfln di dalam dan di luar pengadilan; dan 
1. dilindungi hak kekayaan intelektualnya. 
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a. bantuan perencanaan, pelakaariaan , pernantauan, dan 

evaluasi; 

b. bantuan dalam penerimaan identiflkasi dan penilaian, 

prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi 

peserta didik; dan 

c. bantuan dalam melakukan modifikasi kurikulum, program 

pendidikan individual, pernbelajaran, penilaian, media, dan 

sumber belajar serta eararia dan prasarana yang mudah 

diakses. 

(1) Pernerintah Daerah wajib rnelaksanakan penyelenggaraan 

Pendidikan Inklusif bagi Penyanda.ng Disabilitas, 

(2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(I) dapat dilaksanakan oleh masyarakat. 

(3) Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dapat mernperoleh banruan dari Pemerintah Daerah berupa : 

Pasal 14 

Hak Perididikan unruk Penyandang Disabilitas meliputi hak : 

a. Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan 

pendidikan di sernua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara 

inklusif clan khusus: 

b. mempunyai Kesamaan Kesempaten untuk mcnjadi pcndidik 

atau tenaga kependidikan pada saruan pendidikan disemua 

jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; 

c. mernpunyai Kesarnaan Kesernpatan scbagai pcnyelenggara 

pendidikan yang berrnutu pada satuan pendidikan di semua 

jenis, ja lur, dan jenjang penclidika.n; clan 

d. mendapatkan Akomodasi yang layak sebagai peserta didik. 

Pasal 13 

Bagian Keenam 
Hak Pendidikan 

(3) Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 

( l) dilakukan sesuai dcngan kcwcnangan dan kernampuan 
keuangan Daerah. 
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Daerah yang menyelenggarakan urusan pernerintahan di bictang 

pendidikan. 
(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: 

a. menjamin terselenggaranya pcndidikan inklusif pada jenjang 
pcndidikan tingkat dasar: 

b. menyclenggarakan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas 

melalui penyediaan : 
1. sar ana dan prasarana belajar mengajar yang mudah 

diakses; 
2. tenaga pendidik pendarnping Disabilitas sesuai 

kebutuhan dan jumlah peserta didik Penyandang 

Disabilitas; 
3. pengembangan dan pemngkatan kualitikasi guru 

kelas/guru mata pelajaran sesuai kornpetensi pelayanan 

Disabilitas: dan/ atau 

4. layanan Pendidikan. 
c. rnelakukan penyiapan lingkungan sekolah Inklusif; dan 

sebagaimana 
oleh Perangkat 

pendidikan 

( 1) dilakukan 
( 1) Pelaksanaan penyelenggaraan 

dimaksud dalarn Pasal 14 ayat 

Pasal 16 

Setiap Penyelengg:ara Pendidikan wajib : 

a. memberikan hak, kesempatan dan perlakuan yang sama dalam 
Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan jalur, 

jenis, dan jenjang pendidikan serta disesuaikan dengan 

kemampuan dari Penyandang Disabilitas; 

b. menyelenggarakan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas 

melalui Sistem Pendidikan Inklusif; 

c, menyediakan bcasiswa kepada Penyandang Disabilitas dan/atau 
anak dari Penyandang Disabilitas pada setiap jalur, jenis, dan 

jenjang pendidikan; dan 
d. menyediakari sarana dan prasarana serta teriaga pendidik yang 

rnernadat sesuai kebutuban peserta didik Pcnyandang 

Disabi.litas. 

Pasal 15 



15 

(1) Bupati membentuk Unit Layanan Disabilitas sebagai pendukung 
penyelenggaraan Pendidikan lnklusif ungkat dasar. 

(2) Unit Layanan Disabilitas sebagairnana climaksud pada ayat (1) 
merupakan lembaga ad hoc pada Perangkat Daerah yang 

mcnyclcnggarakan urusan pcmerintahan di bidang pendidikan. 

Pasal 18 

(1) Tenaga Pcndidik seoagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) 

huruf b angka 2 harus merniliki kompetensi untuk mengelola 
sistem pembelajaran pada penyelenggaraan Pendidikan lnklusif. 

(2) Peinenuhan tenaga pendidik yang berkompeten sebagaimaria 

dimaksud pada ayat ( J) dapat dilakukan melalui : 
a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja tenaga pendidik 

sekolah reguler; 

b. pelatihan dalarn musyawarah tenaga pendidik rnata 
pelajaran; 

c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sckolah 
reguler; 

d. pelatihan yang diJakukan khusus untuk tenaga pendidik 
sekolah reguler; 

e. bantuan guru pembimbing khusus dari Pemerintah Provinsi; 
f. program sertiflkasi pendidikan khusus untuk tenaga 

. pendidik sekolah reguler; 
g. pemberian bantuan beasiswa pada bidang pendidikan 

khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; 
h. n1g:rn belajar pada program Pendidikan Khusus bagi teriaga 

pendidik sekolah reguler: dan/atau 
1. pengangkatan tenaga pendidik pembimbing khusus. 

Pasal 17 

d. rnenjamin terwujudnya sumber daya Pendidikan Inklusif 

dcngan mcmfasilitasi tcrscdianya sumber daya pendamping 

khusus pada satuan Pendidikan lnklusif sesuai kebutuhan. 
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(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pernerintahan 

di bidang ketcnagakcrjaan melakaanakan program sosialisasi 
dan penyadaran hak pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas 
kepada pelaku usaha dan masyarakat. 

(2) Perangkat Daerah yang mcnyelenggarakan urusan pernerintahan 
di bidang ketenagakerjaan rnenyediakan sistem informasi yang 
menjamin : 

a. tersebarnya informasi mengenai lapangan kerja dan potensi 
tenaga kerja disabilitas kepada pernerintah, masyarakat, 
perusahaan dan/ atau penyedia lapangan kerja; dan 

Pasal20 

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang 
Disabilitas meliputi hak : 

a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi; 

b. memperoleh upah yang sarna dengan tenaga kerja yang bukan 

Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung 

jawab yang sama; 
c. ruernperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan; 

d. tidak diberhentikan karena alasan Disabilitas; 
e. mendapatkan program kembali bekerja; 
r. penempatan kerja yang adil, proporsioual, dan bermartabat; 
g. rnernperoleh kesempatan dalam rnengembangkan jenjang karier 

serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan 
h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, 

pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri. 

Pasal 19 

Bagian Ketujuh 
Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi 

(3) Ketentuan lebih lanjut rnengenai Unit Layanan Disabilitas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan 

Bupati. 
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(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pernerintahan 
di hidang ketenagakerjaan wajib melakukan perluasan 
kesempatan kerja bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas 
dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan. 

(2) Perluasan kesernpatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dengan : 
a. upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi 

penyandang Disabilitas melalui kerjasarna dan kernitraan 
dengan pelaku usaha; 

b. mengikutsertakan pelaku usaha yang menyandang 
Disabilitas dalam pameran produk dan pemasaran; 

c. mengoordinasikan pelaku usaha untuk rnengalokasikan 
sebagian proses produksi dem/atau distribusi produk 
usahanya kepada tenaga kerja Penyandang Diaabilitas; dan 

d. mcmberikan pembinaan terhadap usaha mandiri dari aspek 
rnanajernen, produksi, dan pernasaran. 

Pasal 23 

Pernerintah Daerah, Perusahaan Daerah, dan Perusahaan Swasta di 
Dacrah memberikan fasilitas kerja yang mudah diakses sesuai 
dengan keburuhan tenaga kcrja dcngan kcdisabilitasannya. 

Pasal 22 

(11 Pernerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib 
mernpekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang 
Disabilitas dari jurnlah pcgawai atau pekerja. 

(2) Perusahaan swasta wajib merrrpekerjakan paling scdikit 1 % 

(satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau 
pekerja. 

Pasal21 

b. pernerintah, masyarakat, perusahaan dan/atau penyedia 

lapangan kerja rnemberikan informasi peluang kerja kepada 

tenaga kerja Penyandang Disabilitas. 
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(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
<Ji bidang koperasi bertanggung jawab rncmfasilitasi Penyandang 
Disabilitas yang merniliki keterarnpilan dan/atau keahlian untuk 
melakukan usaha dalarn bcntuk Koperasi. 

(2) Fasilitasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
dengan cara memberikan bantuan berupa: 
a. permodalan; 
b. sarans dA.n prasAran<1; 

c. inforrnasi teruang koperasi; 
d. kesernpatan untuk membangun koperasi; dan/atau 
e. dukungan kelembagaan. 

(3) Ketentuan Iebih lanjut rnengenai tata cara fasilitasi usaha 
sebagairnaria dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan 
Bupati. 

Pa:-.c1J 25 

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang ketenagakerjaan bertanggung jawab memfasilitasi 

Penyaridang Disabilitas yang mcrniliki keterampilan dan/atau 
keahlian untuk melakukan usaha sendiri dan/atau berkelompok 
dengan cara memberikan bantuan berupa modal usaha. 

(2) Modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa: 
a. pendanaan I permodalan; 
b. sarana clan prasarana; 
c. informasi usaha; 
d. kesernpatan berusaha; 

e. prornosi dan pemasaran; dan/atau 
f. dukungan kelembagaan. 

(3i Ketentuan lebih lanjut mengenai tam cara pemberian bantuan 
modal usaha sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraruran Bupati. 

Pasal 24 
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( 1) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas harus 
diberikan oleh tenaga kesehatan yang rnemiliki kompetensi dan 
kewenangan unruk melakukan pelayanan terhadap Penyandang 
Diaabilitas. 

Pasal 28 

8eluruh fasilitas pelayanan kesehatan wajib : 
a. menerima pasien Penyandang Disabilitas; 

b. rnenyediakan dan mernberikan layanan kesehatan tanpa 
Diskrirninaai: dan 

c. menjrunin ketersediaan pelayanan kesehatan rehabilitasi medis 
sesuai dengan kebutuhan, ragam disabilitas, standard dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, 

Pasal 27 

g. rnernperoleh Pelindungan dari upaya percobaan rnedis; dan 
b. mernperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan 

kesehatan yang rnengikutsertakan manusia sebagai subjek. 

Hak keschatan untuk Pcnyandang Disabilitas meliputi hak : 

a. mempcroleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses 
dalam pelayanan kesehatan; 

b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya 

di bidang kesehatan; 
c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan 

yang aman, bermutu, dan terjangkau; 
d , rnemperoleh kesamaan dan kesernpatan secara mandiri dan 

bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan 

yang diperlukan ba.gi dirinya; 

e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya; 
f. memperoleh obat yang berrnutu dengan efek samping yang 

rendah: 

Pasal 26 

Bagian Kedelapan 
Hak Kesehatan 
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( 1) Perangkat Daerah yang menyclenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang kesehatan wajib menjrunin ketersediaan pelayanan 

kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai 
dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya. 

(2) Ketersediaan pelayanan kcsehatan yang dibutuhkan oleh 
Penyandang Disabilitas sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
dirancang untuk meminimalkan hambatan dan mencegah 

Pasal 30 

(1) Perangkat Daerah yang rnenyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang kesehatan bertanggung jawab menyelenggarakan 
pelatihan tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan 
kesehatan bagi Penyandang Disabilitas. 

(2) Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis wajib 
mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Segala tindakan rnedik kepada pasien Penyandang Disabilitas 
mental dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 29 

(12) Tenaga keseharan sebagaimana dirnaksud pad a a1a1 (l) adalah 
tenaga kesehatan yang merniliki kompetensi clan kewenangan 

dalam pelayanar; kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari 

Iasiiitas kesehatan tingkat pertarna sarnpai ke tingkar lanjut, 
(3) Dalam hal tenaga keschatan yang memiliki kompctcnsi dan 

kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang 
Disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di 
fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk 
kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan 
kewenangan dalam pelayarian kesehatan bagi Penyandang 
Disabilitas pada Iasilitas pclayanan kesehatan lain. 

(4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan 
dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui 
telemedisin. 
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Hak Politik untuk Penyandang Disabilitas me!iputi hak : 
a. rnemilih dan dipilin dalam jabatan publik; 
b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; 
c. memilih partai politik darr/urau individu yang menjadi peserta 

dalam pernilihan umum; 
d. mernbenruk, menjadi anggora, dan/ atau pengurus organisasi 

masyarakat dan/ atau partai politik; 
e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang 

Disabilitas dan untuk rnewakili Penyandang Disabilitas pada 
tingkat lokal, nasiorial, clan internasional; 

I, berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan urnum pada 
sernua tahap daniata.u bagian penyelenggaraannya; 

g. mcmperolch Aksesibilitas pada sarana clan prasarana 

penyelenggaraan pemilihan urnum, pemilihan gubernur, bupati 
dan pemilihan kepala desa; dan 

h, mernperoleh pendidikari politik. 

Pasal ~2 

Bagian Kesembilan 
Hak Politik 

(1) Penyelenggara pelayarian kesehatan wajib menyediakan 
pelayanan inforrr.asi tentang Disabilitus. 

(2) Layanan inforrnasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

termasuk memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi 
lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas, 

Pasal 31 

terjadinya Disabilitas Jebih Janjut sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang kesehatan wajib menjarnin ketersediaan perbekalan 
kesehatan bagi Penyandang Disabilitas. 
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Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak : 

a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat 

menurut agarna dan kepercayaannya; 
b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan ternpat 

peribadatan; 

c. rnendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang 

mudah diakses berdasarkan kebutuhannya; 

Pasal 35 

Bagian Ke sepuluh 

Hak Kcagamaan 

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk : 

a. memfasilitasi proses penyarnpaian pendapat oleh Penyandang 

Disabilitas melalui keikutsertaan individu dan/atau organisasi 

Penyandang Disabilitas dalam kegiatan perencanaan program 

pada tingkat desa, tingkat kecamatan dan ungkat Daerah; 
b. menyediakan fasilitas dan alat banru yang mudah diakses 

sesuai dengan derajat kedisabilitasan dalam proses pemilihan 

umum atau sejenisnya; dan 

c. memberikan kesernpatan kepada Penyandang Disabilitas untuk 

dapat berpartisipasi sebagai penyelenggara dalarn pemilihan 

urnurn atau scjenisnya. 

Pasal 34 

(1) Pernerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas 

dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan 

politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan. 

(2) Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi 

Penyandang Disabilitas unruk memilih dan dipilih. 

(3) Penyandang Disabilitas bcrhak untuk menduduki jabatan 

publik. 

Pasal 33 



(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pernerintahan 
di bidarig Keolahragaan berkewajiban untuk : 

a. mcnyediakan tempat olahraga khusus dan fasilitas khusus 
yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; dan 

b. membina dan rnengembangkan olahraga bagi Penyandang 
Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk 

meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi 

Penyandang Disabilitas dalam olahraga. 

(2) Pernbinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b diselenggarakan pada lingkup olahraga 
pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi 
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Pasal 37 

Hak Keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak : 
a. melakukan kegiatan keolahragaan; 
b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan 

keolahragaan: 

<.;. mcmpcrolch pclayanan dalarn kcgiatan keolahragaan; 
d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mud.ah 

diakses; 
e. rnernilih clan rnengikuti jenis atau cabang olahraga; 
f. mernperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pernbinaan, 

dun pengembangan dalam kcolahragaan; 
g. menjadi pelaku keolahragaan; 
h. rnengernbangkan industri keolahragaan; dan 
1. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua 

tingkatan. 

Pasal 36 

Bagian Kesebelas 
Hak Keolahragaan 

d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saar 

menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan 
e. berperan aktif dalam organisasi keagarnaan. 
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Hak Kebudayaan da.n Pariwisata untuk Penyandang Disabilitas 

meliputi hak : 
a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi 

secara aktif dalam kegiatan scni dan budaya; 
b. rnemperoleh kesarnaan kesempatan untuk melakukan kegiatan 

wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja 
pariwisata, dan/ a tau bcrperan dalam proses pembangunan 
pariwisata; 

c. mendapatkan kernudahan unt.uk mengakses. perlakuan, dan 
Akomoclasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai 

wisatawan; dan 
cl. mendapatkan pengakuan clan dukungan atas identitas budaya 

dan llnguistik. 

Pasal 38 

Bagian Kedua Belas 
Hak Kebudayaan clan Pariwisata 

diselenggarakan melalui kegiatan : 
a. pengenalan olahraga; 

b. penataran; 
c. pelatihan olahraga; 
cl. kompetisi berjenjang dan berkelanjutan; dan 
e. turnarnen baik di tingkat Daerah, Provinsi, Nasional maupun 

internasional. 
(4) Dalam melakuka.n pernbinaan dan pengembangan olahraga bagi 

Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pads ayat (1) 

huruf b, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan 
organisasi/ perkumpulan olah raga Penyandang Dlsabilitas. 

(5) Turnamen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e 
duakukan secara berjenjang paling sedikit 1 (satu) kali setiap 
tahun. 

(2), ayat pada dimo.ksud 

sesuai jcnls, dc.rc1,;al k.::db«LiliLc1,;tu ,, Jc1u keurauipuauuya. 
(3) Pembinaan dan pengernbangan olahraga bagi Penyandang 

berdasarkan jenis olahraga bagi Penyandang Disabilitas dan 
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a. perseorangan; 
b. keluarga; 
c. kelornpok; dan/atau 

d. masyarakut, 

(1) Pemenuhan terha.dap Hak Kcsejahteraan Sosial sebagairnana 
dimaksud dalarn Pasal 40 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. 
(2) Kesejahteraa.n Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dit.ujukan kepada : 

Pasal 41 

Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas rnelipuu 
hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberda.yaan sosial, dan 
pcrlindungan sosial. 

Pasal 40 

Paragraf l 
Urn um 

Bagian Ketiga Belas 
Hak Kesejahteraan Sosial 

Perangkai Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang kebudayaan dan pariwisata berkewajiba.n untuk : 

a. mengoordinasikan dan mernfasilitasi pengernbangan budaya dan 
pariwisata bagi Penyandang Disabilitas; 

b. menyediakan Iaeilitas kebudayaan dan kepariwisataan yang 

mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; dan 
c. menyelenggarakan pernenuhan hak bagi seniman, budayawan 

dan pelaku wisata Penyandang Disabilitas. 

Pasal 39 
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a. perseorangan; 

b. keluarga; 
c. masyarakat; dan/atau 
d. panti Sosial. 

(2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana ctimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui kcgiatan : 
a. motivasi dan diagnosis psikososial; 
b. perawat.an dan pengusu.han; 

c. pelatihan vokasional dan pernbinaan kewirausahaan; 
d. bimbingan mental spiritual; 
e. bimbingan Iisik; 

f. bimbingan sosial dan konseling psikososial; 
g. pelayanan Aksesibilitas; 

h. baru.uan dan asisiensi sosial; 

1. bimbingan resosialisasi; 
J, bimbingan lanjut; dan 
k. rujukan, 

(3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh 
keluarga, masya.rakat, dan institusi sosial. 

(l) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 
diselenggarakan dalarn lingkungan : 

Pasal 43 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang sosial wajib rncmbangun Shelter / Rumah Singgah sebagai 

sarana untuk proses Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 40 bagi Penyandang Disabilitas. 

Pasal 42 

Paragraf2 
Rehabilitasi Sosial 
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(1) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dirnaksud dalarn 
Pasal 44 ayat (2j diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang 
hidupnya bergantung seperruhnya kepada orang lain. 

(2) Bantuan langsung berkclanj utan sebagairnana dirnaksud pada 

ayat (1) diberikan dalam bentuk: 
a. uang tunai bagi Penyandang Disabilitas yang berada dalam 

keluarga dan masyarakat; atau 
b. pelayanan bagi Penyandang Disabilitas yang berada dalam 

insticusi sosial. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan langsung 

berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur 

dalam Peraturan Bupati, 

Pasal 46 

Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

44 ayat (2) diberikan dalarn bentuk bantuan Pcmerintah Daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
bertaku. 

Pasal 45 

(3) Bantuan khueue sebaguimnna dirnaksud pada ayat (2) 

mencakup pelatihari, konseling, perawatan sernentara, utau 

bantuan lain yang berkaitan. 

(1) .Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 40 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas 

miskin atau yang tidak memiliki penghasilan. 
{'.2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung 

berkelanjutan, dan bantuan khusus, 

Pasal 44 

Paragraf 3 

Jaminan Sosial 
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Ketentuan lebih lanjut rnengenai rehabltitasi sosial, jarniuan sosial, 

pemberdayaan sosial, dan perlmctungan sosial diatur dalam 

Peracuran Bupati. 

Pasal49 

a. bantuan sosial; 

b. advokasi sosial; dan/atau 
c. bantuan hukum. 

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah rnelalui : 

Pasal 48 

Paragraf 5 
Perlindungan Sosial 

a. diagnosis dan pemberian motivasi; 
b. · pelatihan dan pendampingan; 
c. pemberian stimulan; 
d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha: 
e. penguatan kelembagaan dan kernitraan; dan 
f. bimbingan lanjut. 

(1) Pernberdayaan sosial sebagairnana dimaksud dalam Pasal 40 

dilakukan olez, Pemerintah Daerah rnelalui : 
a. peningkatan kemauan dan kemampuan; 
b. penggalian potensi dan sumber daya; 
c. penggalian nilai dasar; 
d. · pemberian akses; dan/atau 
e. pernberian bantuan usaha. 

(2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan dalam bentuk : 

Pasal47 

Paragraf 4 
Pemberdayaan Soaial 
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(4) Ketentuan Iebih lanjut mengenai infrastruktur yang mudah 
diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan 
Bupati. 

a. hunian; 
b. keagamaan; 
c. usaha; 
d. sosial dan budaya; 
e. olahraga; dan 

f. khusus. 

(II Pernerintah Daeran, pihak swasta, dan masyarakat wajib 
menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang 
Disabilitas, 

(2) Infrastrukrur yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) rneliputi : 

a. bangunan gcdung; 

b. jalan; 

c. perrnukiman: dan 
d. pertamanan dan permakaman. 

(3) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

terdiri dari bangunan gedung yang memiliki fungsi ; 

Pasal51 

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak ; 
a. mendapatkan Aksesibilitas unruk memanfaatkan Iasilitas 

publik; dan 
h. menrlapatkan Akomodasi yang Iayak sebagai bentuk 

Aksesibilitas bagi individu. 

Pasal 50 

Bagian Keempat Belas 

Hak Akseaibilitas 
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Hak Pelindungan dari Bencana untuk Penyandang Disabilitas 

rneliputi hak : 

Pasal 54 

Bagian Keenarn Belas 
Hak Pelindungan dari Bencana 

(1) Perarigkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Publik 
wajib : 

c1. menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh 

Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketenruan peraturan 

perundang-undangan; 

b. menyedlakan panduan Pelayanan Publik yang mudah 
diakses oleh penyandang Disabilitas; dan 

c. menyebarluaskcn dan mensosialisasikan Pelayanan Publik 

yang mudah diakses oleh penyandaog Diaabilitas. 

(2j Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Publik 
dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalarn 

menyediakan pelayanan jasa Lransportasi publik. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Publik yang mudah 

diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dcngan Peraturan 

Bupati. 

Pasa.153 

Hak Pelayanan Publik unt.uk Penyandang Disabilitas meliputi hak: 

a. memperolch Akomodasi yang layak dalam Pelayanan Publik 
secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskrirninasi; dan 

b. pendampingan, penerjernahan, dan penyediaan Iasilitas yang 

mudah diakses di tcmpat layanan publik tanpa tambahan 

biaya. 

Pasal 52 

Bagian Kelirna Belas 

Hak Pelayanan Publik 
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operasi dan prosedur evakuasi dan penyelamatan pada 
situasi darurat yang rnemberikan perlindungan khusus bagi 
Penyandang Disabilitas; 

d. mernberikan prioritas utarna kepada Penyandang Disabilitas 
yang rnengalami bencana berupa : 
l. penyelarnatan; 
2. evakuasi; 

3. pengamanan; 
4. pelayanan kesehatan; 
5. psikosoeial; dan 

simulasi penyelamatan 

aituasi darurat kepada 
bencana berupa pelarihan dan 
Penyandang Disabilitas dalam 
Masyarakat; 

c .. menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar 

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di 'bidang Pelindungan dari Bencana wajib mengambil langkah 
yang diperlukan untuk mcnjamin pen.anganan Penyandang 
Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan 
pascabencana. 

(2) Penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, 

saat tanggap darurat, dan pasca bencana antara lain berupa : 
a. memberikan informasi yang mudah diakses tentang bencana. 

kepada Penyandang Disabilitas; 
b. rnemberikan pengetahuan tentang pengurangan resiko 

Pasal 55 

a. mendapatkan inform.asi yang mudah diakses akan adanya 

bencana; 

b. rnendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko 

bencana; 

c. rnendapatkan prioritas dalarn proses penyelamatan dan evakuasi 

clalam keadaan bencana; 

d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi 
yang rnudah diakses; dan 

e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah 
diakses di lokasi pengungsian. 
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(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi 
layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang 

Disabilitas. 
(2) Habilitasi dan rehabilito.si untuk Penyandang Disabilitas 

sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) bertujuan : 

a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan 
kemandirian, kernampuan Iisik, mental, sosial, dan 
keterampilan Penyandang Disabilitas secara rnaksirnal; dan 

b. rnernberi kesernpatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di 
seluruh aspek kehidupan. 

Pasal 57 

Penyandang Disabilitas berhak untuk : 

a. Mendapatkan habilitasi dan rehabiiitasi sejak dini dan secara 

inklusif sesuai dengan kebutuhan: 
b. Bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan 

c. tnendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak 
merendahkan rnartabat marmsia. 

Pasal 56 

Bagian Ketujuh Belas 
Hak Habilitasi dan Rehabilitasi 

Penyandang Disabilitas yang mengalami dampak bencana 
· sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

(3) Penanganan Penyand.ang Disabilitas sebagairnana dimaksud 
pada ayat (2j barus rnemperhatikan Akomodasi yang layak dan 

Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas. 
(4) Penyandang Disabi\itas dapat berpartisipasi dalam 

penanggulangan bencana, 

kepada rckonstruksi dan Rehabilitasi c. rnelakukan 

6. pernenuhan kebutuhan dasar. 
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Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat untuk 
Penyandarig Disabilitas meliputi hak : 

a. mobilitas pribadi dengan pcnyediaan Alat Bantu dan kemudahan 

untuk mendapatkan akses; 

Pasal 60 

Bagian Kedua Puluh 
Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalarn Masyarakat 

( 1) Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak : 

a .. pcndataan penduduk Penyandang Disabilitas; dan 

b. memperoleh dokumen kependudukan. 
(2) Pendataan Penyandang Disabilitas scbagaimana dimaksud pada 

ayat . (1) dHaksanakan oleh Perangkat Daerah yang 

rnenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

kependudukan dan pencatatan sipil. 

{3) Penyelenggaraan pendataan Penyandang Dlsabilitas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (11 dilakukan secara 

bcrjenjang mulai dari cingkat rukun tctangga/rukun warga 
sampai ke tingkat kecamatan. 

Pasal 59 

Bagian Kesembilan Belas 

Hak Pendataan 

(1) Pemerintah Daerah wajib mernberikan Konsesi untuk 

Penyandang Disabilitas. 

('..<) Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk 

memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas, 

13) Pernerintah Dacrah mernberikan insentif bagi perusahaan 
swasta yang rnemberikan Konsesi unruk Penyandang Disabilitas, 

Pasal 58 

Bagian Kedelapan Belas 
Hak Konsesi 
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Pemerintah Daerah wajib : 

a. memberikan akses atas inforrnasi kepada penyandang 

Disabilitas dalam bentuk audio dan visual; dan 

b. menyediakan informasi dalam benruk yang dapat ctijangkau dan 
dipahami sesuai dengan keragarnan disabilitas, kondisi tempat 

tinggalnya, tepat waktu dan tanpa biaya iarnbahan. 

Pa.sal 62 

Hak Berekspre si, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi untuk 

Penyandang Disabilitas rneliputi hak : 

a. mern.iliki kebebasan berekspresi dan berpendapat; 

b. mendapatkan inforrnasi dan berkornunikasi rnelalui media yang 
rnudah diakses: dan 

c. rnenggunakan dan mernperoleh fasilitas informasi dan 
kornunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi 

augmcntatif dalam interaksi resrni. 

Pasal Gl 

Bagian Kedua Puluh Salu 

Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Inforrnasi 

f. mcndapatkan akornodasi yang wajar untuk berperanserta dalam 
kehidupan bermasyarakat. 

b. mendapatkan kesernpatan untuk hidup rnandiri di tengah 
rnasyarakat; 

c. rnendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara 
mandiri: 

d. menent.ukan sendiri atau memperolah ban+uan dari Pernerintah 

dan Pernerintah Daerah untuk menetapkan ternpat tinggal 
dan / a tau pengasuhan keluarga a tau keluarga penggan ti; 

e. rnendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan 
di da!arn rumah, di tempat perrnukiman, maupun dalam 
masvarakat; dan 

' . 
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(!} Pernerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas 
bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, 

berrnasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut. 

(2) Pernerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas 
bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonorni, dan 
seksual, 

Pasaln5 

I lak Bcbas dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, 
da.n Eksploitasi untu k Penyandang Disabilita s meliputi hak : 
a. bersosialisasi dan berinteraksi dalarn kehidupan berkeluarga, 

bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan 

b. mendapatkan pelindungan dart segala bentuk kekerasan fisik, 
psikis, ekonorni, clan seksual. 

Pasal 64 

Bagian Kedua Puluh Tiga 
Hak Bebas dari Tindakan Diskrirninasi, Penelantaran, 

Pcnyiksaan, dan Eksploitasi 

kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan 
pcrundang-undangan; dan 

c, keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

dokumen dan menggunakan 

peraturan dcngan ketentuan kcwargancgaraan scsuai 
perundang-undangan; 

b. rnernperoleh, memiliki, 

rnemperoleh a tau mernpertahankan, a. berpindah, 

Hak Berpindah Ternpat dan Kewarganegaraan untuk Penyandang 
Disabilitas meliputi hak : 

Posa! 63 

Bagian Kedua Puluh Dua 
Hak Berpindah Tempat dan Kewarganegaraan 
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(1) Pemerintah Daerah dapat mengernbangkan pola kerjasarna 
dalam rangka Penghorrnatan, Pelindungan dan pemenuhan Hak 
Penyandang Disabilitas. 

(2) Kerjasarna sebagaimana dimaksud pada ayat [l) dilakukan 
berdasarkan ketenruan peraturan perunciang-undangan yang 
berlaku. 

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
dengan: 
a. pemerintah provinsi; 

b. pemerintah kacupaten Zkota lainnya; 
c .. pihak luar negeri: dan/atau 
d. pihak ketiga yang membidangi disabilitas. 

(4) Bentuk kerjasarna sebagaimana dimaksud pada ayai (3) berupa : 
a. bantuan pendanaan. 
b. bantuan tenaga ahli; 

c. bantuan sarana dan prasarana; 
d. pendidikan dan pelatihan; 
e. penyuluhan sosial; dan/ atau 
f. kerjasama lain sesuai kesepakatan. 

Pasal 69 

BAB VI 
KERJASAMA 

g. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga 

sosial bagi Penyandang Disabilitas untuk melaksanakar. clan 

rnembanru untux rneningkatkan kesejahteraan sosial; 

h. pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas; 

1. pernbcrian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada 
Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan 
penghidupan; 

J. pelibatan secara aktif Penyandang Disabilitas dalarn Masyarakat: 
k. penyediaan Iapangan kerja dan usaha: dan/atau 
l. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya pcningkatan 

Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. 
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Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; 

d. rnenerima, menarnpung, dan rnenganalisa pengaduan serta 
mengoordinasikan pernbelaan secara litigasi dan/ atau non­ 
litigasi: 

e. menyalurkan aspirasi terkait Penyandang Disabilitas kepada 

pihak yang berwajib; dan 

penyelenggaraan c. rnelakukan pengawasan terhadap 

a. kepala perangkar daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang sosial; 

b. perwakilan organisasi Penyandang Disabilitas: 
c. pcrwakilan badan' hukum; 

d. perwakilan badan usaha; 

e. · perwakilan akademisi; 
I, tokob Masyarakat; dan 
g. tokoh agama. 

(3) KP2HPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi: 
a. mcdiasi, kornunikasi, dan informasi dari Penyandang 

Disabilitas kepada Pemcrintah Daerah atau sebaliknya; 

b. menerima pengaduan Penyandang Disabilitas bcrkaitan 

dengan pemenuhan hak Penyandang Disabilltas: dan 

c. menindaklanjuti aduan dari Penyandang Disabilitas. 
(4) KP2HPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: 

a. mernberikan usulan, pcrtimbangan, dan rekomendasi kepada 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dalarn pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan 

pclindungan clan pemenuhan. hak Penyandang Disabilitas; 
b. mendorong upaya peningkatan partisipasi aktif Penyandang 

Disabilitas, keluarga dan Masyarakat dalarn Pelindungan dan 

Pemenuhan Hak Pcnyandang Disabilitas; 

(1) Bupati membenruk KP2HPD dalam rangka pelaksanaan 

Pelindungan dan Pcmenuhan Hak Pcnyandang Disabilitas. 

(2) Keanggotaan KP2HPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri dari : 

Pasal 70 

BAB VU 
KP2HPD 
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(l) Pemeriritah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada : 

a. orang perseorangan yang berjasa dalarn Pelindungan dan 
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; 

b. badan huku:n, badan usaha, dan Iembaga negara yang 
mernpekerjakan Penyandang Disabilitas; dan 

Pasal 73 

BAB IX 
PENGHARGAAN 

(l) Bupari melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan Pelindungan clan Pemenuhan Hak Penyandang 
Disabilitas. 

(2) Pembihaan dan pengawasan sebagaimana dirnaksud pacla ayat 
(I) dilakukan melalui KP'.2HPU clan Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. 

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dirnaksud pada ayat 
( 1) rneliputi : 
a. penyuluhan; 

b. bimbingan; 

c. pelatihan; dan 
d. pemenuban kebutuhan dasar. 

(4) Ketentuan lebih lanjut rncngcnai Pembinaan dan Pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan 
Bupati. 

Pasal 72 

BAB VIIJ 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Ketenruan Jebih lanjut mengenai KP2HPD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 70 ayat (1) diatur dalarn Peraturan Bupati. 

Pasal 71 

f. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalarn 
upaya pengembangan program yang berkaitan dcngan 
Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. 
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Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/ a tau melarang 
Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan : 

a. hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; 

b. hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana 
dim a ksud dalarn Pasal 19; 

c. hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; 

d. hak politik sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 32; 
e. hak keagamaan sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 35; 

f. hak keolahragaan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 36; 
g. hak kebudayaan dan pariwisatn sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 38; 

h. hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
40; 

1. hak akeeaibilitas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 50; 

J. hak pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52; 
k. hak pelindungan dari bencana sebagaimana dirnaksud dalam 

Pasal 54; 

l. hak habilitasi clan rehabilitasi se bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 56; 

Pasal 75 

BAB XI 
LARANGAN 

Pembiayaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak 

Penyandang Disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Dacrah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 74 

BABX 
PEMBIAYAAl~ 

c. penyedia fasilitas publik yang mudah diakscs bag:i 

Penyandang Disabilitas. 

(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian 

penghargaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(1) Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif kepada : 

a. penyelenggara pendidikan yang tidak rnelaksanakan 
kewajiban sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 15; 

b. perusahaan swasta yang tidak melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2); 

c. fasilitas pelayanan kesehatari yang tidak melaksanakan 
kewajiban sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 27; 

d. tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 28 ayat (3) dan 

e. pihak swaeta dan rnasyarakat yang tidak melaksanakan 

kcwajiban sebagaimana dimaksud daJam Pasal 51 ayat (1). 
(2) Sauksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( !) berupa: 

a. teguran tertulis; 

b. penghentian sementara kegiatan: 

c. penghentian tetap kcgiatan; 

d. pencabutan sementara izin; dan/atau 
e. pencabutan tetap izin. 

(3) Tata cara pemberian sanksi administratif scbagairnana dirnaksud 
pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 

Pasal 76 

BAB Xll 
SANKS! ADMINTS'fRATIF 

m. hak pendataan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 59; 
n. hak hidup secara rnandiri dan dilibatkan dalam masyarakat 

sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 60; 
o. hak berekspresi, berkornunikasi, dan mcmperoleh informasi 

scbagairnana dimaksud dalam Pasal 61; 
p. hak berpindah tcmpat kcwarganegaraan sebagaimana dirnaksud 

dalam Pasal 63; 
q. hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantarari, 

penyiksaan, dan eksploitasi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 
64; 

r. hak keadilan dan perlindungan hukum dalam memberikan 
jaminan dan pelindungan sebagai subjek hukum untuk 
melakukan tindakan hukurn vang sama dengan lairmya 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 10. 
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Lernbaga Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 

yang dibentuk oleh Pernerintah Daerah sebelurn berlakunya 

Peraturan Daerah ini terap berlaku dan wajib disesuaikan dengan 

Peraturan Daerah in.i paling lama 1 (satu) tahun sejak 

Pasal 80 

( l) Penyediaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan 

sarana angkutan umum bagi Penyandang Disabilltas 

dilaksanakan secara bertahap. 

(2) Dalarn hal penyediaan sarana dan prasarana umum serta 

lingkungan dan angkutan umum telah dilaksanakan oleh 

Perangkar Daerah terkait, maka harus disesuaikan untu.k 

mernberikan kemudahan akses bagi Penyandang Disabilitas 

paling lama dalarn waktu 2 (dua) rahun sejak diundangkannya 

Peraturan Daerah ini, 

Pasal 79 

BAB XV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Seriap . orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 75 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang­ 
Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Oisabilitas. 

Pasal 78 

BAB XJV 
SANKS! PIDANA 

Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalarn Pasal 75 dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik 
Indonesia sesuai dengan kewenangan yang climilikinya. 

Pasal77 

BAB XIII 
K'ETENTUAN PENYIDIKAN 
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MOCHAMAD ~ HRUDIN, SH. 
Nl'P. 19670317 1991'()3 l 01.2 

Salinan te1uai dengan aalinyn 
UPALA BAOIAN HUKUllf 

sfft>A KABIIPAtEll GROBOGAJII 

LEMBARAJ'l DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TA.HUN 2020 NOMOR 2 
NOMOR REGESTER PERATURAN DAERAH KAl::IUPATEN GROBOGAN 

PROVINS! JAWA TENGAH NOMOR ( 2 - 8 /2020) 

MOHAMAD SUMARSONO 

CapTTD 

Diundangkan di Purwodadi 

pada tanggal 13 Januari 2020 

SEKRETART8 OAP.RAH 
KABUPATEN GROBOGAN, 

SRI SU.MARNI 

Cap'ITD 

BUPATI GROBOGAN, 

Ditetapkan di Purwodadi 
pada tanggal 9 .Januari 2020 

Agar sctiap orang mengetahuinya, mcmcriritahkan pengundangan 
Peraturan Oaerah ini dengan penempatannya dalam Lernbaran 
Daerah Kabupaten Grobogan. 

Pcraruran Daerah ini mulai berlaku pada ianggal diundangkan. 

Pasa182 

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan 

paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini 

diundangkan. 

Pasal 81 

BAB XVI 
KETENTUANPENUTUP 
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Alinea Keernpat Pernbukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

l ndorie sia Tnh un 1945 telah mengarnanatkan tujuan berbangsa dan bernegara, 

yaitu rncmajukan kcsejahteraan urnurn dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Sesuai dengan tujuari tersebut, maka Negara terutama pernerintah memiliki 
tugas dan tanggung jawab untuk memenuhi hak asasi manusia yang tercantum 

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1943. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut tercantum juga secara eksplisit 

dalarn Pasal 281 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 19'15, bahwa "pcrlindungan, pernajuan, penegakan dan pemenuhan hak 
asasi rnanusia adalah tanggung jawab negara tcrutarna pemerirrtah". 

Sebagai Warga Negara Indonesia, kedudukan, hak, kewajiban , dan peran 
masvarakat Difabcl adalah samn dengan Warga Negara Indonesia lainnya. Hal 

tersebut scbagaimarra tcrcantum dalarn Pasal 27 yang menyatakan bahwa 
• 

"setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang 
layak bagi kemarrusiaan". Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 juga mcmberi penegasan terhaclap pengaturan mengenai 
hak asasi manusia, yang rnenandakan bahwa negara telah memherikan 
perhatian yang sungguh-sungguh kepada harkat dan martabat rnanusia dalarn 

kchidupan berbangsa dan bcrnegara, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tenta.ng Hak Asasi Manusia sejatinya telah menjamin perlindungan harkat 
martabat setiap warga negara yang sudah berlaku sebelurn amandemen 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak asasi 

manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia 
bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga 
perlindungan dan hak asasi rnanusia terhadap kelompok rentan, khususnya 
penyandang disabilitas [difabel]. 

I. PENJELASAN UMUM 

PELINDUNG,O.N DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS 

TRNTANG 

PERAIT'tJRAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 
NOMUR 2 TAHU!\ 2020 

ATAS 

PENJELASAN 



45 

terganggunya fungsi gerak, aruara lain arnputasi, lumpuh 

Cukup jelas. 
Pasal 5 

Ayat ( l) 
Huruf a 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Cukup jelas. 

Pasal 4 

Tl. PF:N,JF:LA8AN PA~AI, nP.MJ PA~A.L 

Penyandang disabilitas atau sering disebut difabel (different able) 

merupakan salab satu kelompok warga negara yang seharusnya mempunyai 

kcsempatan yang sama dalam berbagai kehidupan. Penyandang disabilitas 
merupakan kelompok rnasyarakat yang beragarn, diantaranya penyandang 
disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun 
gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Kondisi penyandang disabilitas 
tersebut mungkin hanya sedikit berdarnpak pada kernampuan untuk 
berpartisipasi di te'ngah masyarakat, atau bahkan berdampak beaar echingga 

mcmerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain. selain itu, penyandang 
disabilitas mengbadapi kesulitan vang lebih besar dibandingkan masyarakat 
non disabilitas dikarenakan hambatan dalam mengakses layanan umum, 
seperti akses dalam la.yanan pcndidikan, kesehatan, maupun dalam ha! 
ketenagakerjaan, 

Sejalan dengan telab diundangkannya Undang-Undang Nornor 8 Tahun 
2016 ten tang Penyandang Disabilitas, maka pcrlu adanya regulasi di tingkat 

dacrah scbagai pedoman operasional bagi Pemeriruah Kabupaten Grobogan di 

dalarn melakukan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu di 
dalam Peraturan Daerah ini antara lain diatur mengenai ragam Penyandang 
Disabilitas, pelindungan dan pcrncnuhan hak Penyandang Disabilitas, peran 
serta masyarakat, koordinasi, kerjasama, pembinaan dan pengawasan, 
penghargaan dan pembiayaan. 
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Cukup jclas. 

Pasal 6 

Cu.kup jelas. 
Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal8 
Yang dimaksud dengan stigma adalah ciri negatif yang menernpcl pada 
pribadi seseorang kareria pengaruh lingkungannya. 

Pasal9 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas ganda atau multi" 

adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih 

ragam disabilitas, antara Jain disabilitas runguwicara dan disabilitas 
netra-tuli. 

Yang dimaksud dengan "dalarn jangka waktu lama" adalah jangka 

waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/ntau beraifat pcrrnanen. 

Hurufd 

Yang dima.ksud dengan "Penyandang Disabilitas sensorik" 
adalah tergunggunya salah satu fungsi dari panca indera, 

antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/ atau 
disabilitas wicara. 

layuh atau kaku , paraplegi, celebrai palsy (CP), akibat stroke, 

akibat kusta, dan orang kecil, 
Hurufb 

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas intelektual" 

adalah terganggunya fungsi pikir karcna tingkat kecerdasan di 
bawah rata-rata, antara lain lambat bclajar, disabilitas grahita 

dan down syndrom. 
Huruf c 

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas mental" 

adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara 
Iain : 
a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, 

anxietas, dan gangguan kepribadian; dan 

b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada 

kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan 
hiperaktif. 
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Pasal 10 

Cukup jelas, 

Pasal 11 

Cukup jelas. 
Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem 

penyelenggaraan pendidikan yang mernberikan kesempatan kepada sernua 

peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan 

dan/atau bakat istirnewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran 

dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta 
didik pada umumnya. 

Yang dimaksud dengan pcndidikan khusus adalah pendidikan bagi 

pcserta didik yang merniliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses 

pernbelajaran karena kelainan fisik, emosional.mental, sosial, dan/ atau 
memi I iki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. 

Pasal 14 

Cukup jelas, 

Pasal 15 

Oukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 
Pa.sal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 
Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

PasaJ 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas, 

Pasal 23 
Cukup jelas. 
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Pasal29 

Cukup jelas, 
Pasal 30 

Cukup jelas. 

Pasal 31 
Cukup jelas. 

Pasal 32 

Cukup je.as. 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 
Cukup jelas. 

Pasal 26 
Cukup jelas. 

Pasal 27 
Cukup jelas. 

Pasal28 

Ayat ( 1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3J 
Cukup jelae 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan Spesimen adaJah. bahan yang berasal 
dan ratau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, 
penclitian, pengembangan, pendidikan dan/ atau analisis lainnya, 

termasuk new-emerging dan re-emerqinq dan penyakit infeksi 
berpotensi pandernik. 

Yang dimaksud dengan telemcdisin adalah pengiriman lavanan 

perawatan kesehatan dengan rnempertimbang-kan jarak dan 
menggunakan teknologi inforrnasi serra komunikasi, meliputi 

pertukaran inforrnasi diagnosis, pcngobatan dan penccgahan 

penya.kit dan cedera, penelitian dan cvaluasi serta pendidikan 
berkelanjutan penyedia layanan kesehatan. 
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Pasal 34 
Cukup jelas. 

Pasal 35 
Cukup jelas. 

Pasal36 
Cukup jelas. 

Pasal 37 
Cukup jelas. 

Pasal 38 
Cukup jelas. 

Pasal 39 

Cukup jelas. 
Pasal40 

Cukup jelas. 

Pasal 41 

Cukup jelas. 
Pasal 42 

Cukup jelas. 

Pasal43 
Cukup jelas. 

Pasal 44 
Cukup jclas. 

Pasal 45 

Cukup jelas. 

Pasal46 
Cuku p jelas. 

Prisa! 47 

Cukup jelas. 
Pasal 48 

Cu kup j elas. 

Pasal 49 

Cukup jelas. 
Pasal50 

Cukup jelas. 
Pasal 51 

Ayat ( 1) 

Cukup jelas. 
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